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ABSTRAK
Susanto, Agus. 2010. Pemungutan Retribusi Jasa Umum Oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Studi Kasus Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil di Kabupaten Semarang). Skripsi, Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Drs. Sartono Sahlan M. H, Arif Hidayat S.HI, M. H.
Kata Kunci: Retribusi, Kartu Tanda Penduduk, Akta Catatan Sipil. 

Pembangunan nasional dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan nasional, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang memberikan amanat bahwa tujuan Negara Indonesia pada hakekatnya ingin mewujudkan suatu masyarakat yang adil. Dalam mencapai tujuan Negara, pemerintah selaku pelaksana pembangunan memerlukan biaya yang cukup besar. Disini peranan penghasilan Negara sangat penting, dana pembangunan yang berasal dari sumber penghasilan Negara yang terpenting dan terbesar adalah pajak dan retribusi. Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Semarang mengintensifkan pada retribusi salah satunya retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil. Khusus berkaitan dengan retribusi tersebut di Kabupaten Semarang terdapat suatu Keputusan Bupati yang dapat menganulir suatu Peraturan Daerah Kabupaten Semarang.

Permasalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah pelaksanaan pemungutan retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil melalui Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang (2) Apa sajakah hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan retribusi tersebut (3) Bagaimanakah cara meyelesaikan hambatannya. Penelitian ini bertujuan untuk (1) Untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan retribusi tersebut (2) Untuk mengetahui hambatan-hambatannya (3) Untuk mengetahui upaya penyelesaiannya.
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data penelitian ini adalah (1) Responden yaitu petugas dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang diantaranya adalah sekretaris dinas, kasi identitas dan perpindahan penduduk, kemudian kasi perkawinan, perceraian dan pengakuan anak (2) Informan yaitu pemohon/masyarakat yang ingin membuat kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil di Kabupaten Semarang (3) Data sekunder yaitu pelengkap yang terdiri dari literatur-literatur yang terkait masalah retribusi daerah antara lain Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 sedangkan peraturan pelaksana dari retribusi tersebut adalah Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2006 dan Keputusan Bupati Semarang Nomor 974/0099/2007. Analisis data penelitian menggunakan model kualitatif mulai dari tahap pengumpulan data, reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Pengabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemungutan retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil sudah sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur hal tersebut. Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi tersebut masih terdapat hambatan yaitu hambatan internal seperti keterbatasan pegawai/tenaga dinas yang menyebabkan kurang maksimalnya kinerja dari dinas tersebut sedangkan hambatan eksternal yaitu kurangnya disiplin masyarakat dalam hal pengajuan permohonan, dan jauhnya jarak antara tempat tinggal dan instansi pelaksana yang menyebabkan masyarakat enggan mengurus administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Untuk menyelesaikan hal membuat kebijakan memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk memperoleh akta catatan sipil secara cepat, cermat dan mudah.

Kesimpulan dari penelitian ini bahwa dalam pelaksanaan pemungutan retribusi penggantian biaya cetak dan akta catatan sipil Kabupaten Semarang sudah sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2006. Tetapi masih terdapat hambatan internal seperti kurangnya tenaga/pegawai dinas tersebut dan hambatan eksternal yaitu masyarakat yang masih belum tahu pentingnya mengurus administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Untuk menyelesaikan hambatan tersebut dinas terkait membuat kebijakan memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk memperoleh akta catatan sipil secara cepat, cermat dan mudah. Saran dari penelitian ini hendaknya meningkatkan penyuluhan-penyuluhan tentang administrasi kependudukan dan akta catatan sipil supaya masyarakat tahu pentingnya mengurus administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. 
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